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ABSTRAK 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah makna 

dan konsep dari parate eksekusi yang dilakukan oleh (embaga pembiyaan 

terhadap objek jaminan fiudusia apabila debitur wanprestasi khususnya pada pasal 

15 (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Hal tersebut mempengaruhi 

pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan khususnya 

pada PT. Summit OTO Finance Peknabaru. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana pelaksanaan parate eksekusi objek 

jaminan fidusia pada PT. Summit OTO Finance pasca Putusan Mahkamah 

Konstisusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Kedua, 

bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia 

pada PT. Summit OTO Finance Services pasca Putusan Mahkamah Konstisusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Ketiga, 

bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi parate eksekusi objek 

jaminan fidusia pada PT. Summit OTO Finance pasca Putusan Mahkamah 

Konstisusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer, data sekunder dan data tertier baik itu dari observasi maupun 

wawancara. Analisis data dalam peneltian ini menggunakan metode analisis 

kualitatif. Dari olahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan MK ini 

mengakibatkan pelaksanaan parate eksekusi terhadap benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia menjadi terhambat. Hambatan tersebut dikarenakan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah beralih, hilang atau musnahnya 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia, debitur tidak mau menyerahkan objek 

tersebut dengan sukarela dan adanya kekeliruan terhadap putusan MK, lalu 

kemudian dari pihak kreditur itu sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yaitu debt 

collector yang kadang kala melakukan eksekusi dengan cara yang kurang baik. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membantu debitur dalam proses 

overkredit, mencantumkan klausul cidera janji dalam perjanjian awal, adanya 

peraturan pelaksana terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. 

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan MK  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana terus 

mengupayakan akan pembangunan dalam masa globalisasi ini yang dimana 

transaksi bisnispun berkembang begitu pesatnya. Dengan perkembangan bisnis 

yang begitu banyak muncul lah fasilitator-fasislitaor yang menawarkan kredit 

terhadap suatu perusahaan ataupun perseorangan.
1
 Tidak dapat disangkal, bahwa 

pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya terutama kegiatan-

kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh 

perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan 

selalu membutuhkan adanya jaminan.
2
 Pengertian kredit sendiri yaitu suatu 

kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu 

pinjaman dengan sebuah janji, dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka 

waktu yang sudah disepakati.
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyatakan defenisi Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

                                                 
1
 Nusantara, Ni Putu Theresa Putri, and AA Ngurah Wirasila. "Eksekusi dan pendaftaran 

objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 2.02 (2018), hlm. 10. 
2
 Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan 

Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." Jurnal 

Ius Constituendum 4.2 (2019), hlm. 207-219. 
3
 Bitar. “Pengertian, Tujuan Dan Macam Kredit Beserta Fungsi.” Artikel Guru 

Pendidikan.com (2013) 
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persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.  

Berdasarkan sejarah dapat diketahui bahwa penggunaan istilah kredit 

diambil dari bahasa Yunani “credere” yang diartikan sebagai kepercayaan, 

sehingga tidak salah jika dalam praktek pemberian utang piutang sebagai prestasi 

kreditur dan kontra prestasi debitur di masa mendatang mempersyaratkan 

kepercayaan. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian 

debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri 

kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.
4
  

Seiring dengan perkembangan pembayaran menggunakan metode kredit, 

maka hal tersebut melahirkan berbagai jenis lembaga pembiyaan. Berdasarkan 

Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 

Tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana 

atau barang modal. Setiap penyediaan kredit oleh lembaga pembiyaan pasti 

membutuhkan jaminan. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah 

bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, 

sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat 

                                                 
4
 Koto, Ismail, and Faisal Faisal. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda 

Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences 

(JEHSS) 4.2 (2021), hlm. 774-781. 
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memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat 

diperoleh kembali tepat pada waktunya.
5
  

Secara garis besar jaminan terbagi menjadi dua bentuk yaitu jaminan 

perseorangan dan jaminan kebendaan. Bentuk jaminan yang paling disukai oleh 

lembaga pembiyaan adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan 

kebendaan yang dikenal dalam hukum positif Indonesia adalah jaminan fidusia.
6
 

Jaminan fidusia secara khusus diatur dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang 

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak 

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan 

benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan 

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
7
 

Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia memiliki hak didahulukan 

terhadap kreditur lain (droit de preference) untuk mengambil pelunasan 

piutangnya atas hasil eksekusi objek jaminan bahkan sekalipun pemberi fidusia 

dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Sesuai ketentuan pasal 28 Undang-Undang 

Fidusia, hak kebendaan pada jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan 

                                                 
5
 Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan 

Fidusia." Jurnal Independent 1.1 (2013), hlm. 44-55. 
6
 Kamello, H. Tan, and MS SH. Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang 

didambakan. Penerbit Alumni, (2022), hlm. 2. 
7
 Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia 

Berdasarkan Title Eksekutorial." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27.1 (2019), hlm. 54-67. 
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pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan sebagai bukti telah 

didaftarkannya objek jaminan tersebut adalah dengan diterbitkannya sertifikat 

jaminan fidusia.
8
 Pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan 

suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan 

fidusia yang tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran 

Fidusia yang wilayah kerjanya meliputi domisili dari pemberi fidusia, dan dalam 

hal ini untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi para pihak, memberikan 

kedudukan yang kuat kepada kreditor dan juga melindungi debitor.
9
 Pasal 15 ayat 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa 

secara mekanisme dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, lembaga 

pembiyaan sebagai kreditur dapat langsung melakakukan parate eksekusi 

(eksekusi secara langsung).
10

 Menurut Subketi, Parate eksekusi adalah 

menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, tanpa ada 

perantara dari hakim.
11

 Rachmadi Usman mendefinisikan Parate eksekusi adalah 

                                                 
8
 Kamello, H. Tan, and MS SH. Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang 

didambakan. Penerbit Alumni, (2022), hlm. 30. 
9
 Refri, Rexy Rionaldi. "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia yang Dibuat dengan Akta 

Dibawah Tangan." Jurnal Notaire 1.1 (2018), hlm. 122. 
10

 Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. Dalam buku “Seri Hukum Bisnis : Jaminan 

Fidusia.” (2000), hlm. 149. 
11

 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1989, hlm. 42. 
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pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan.
12

 Dengan kata lain parate 

eksekusi adalah tindakan eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan 

pemeriksaaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak. 

Dalam prakteknya, masih banyak lembaga pembiyaan melakukan eksekusi 

terhadap objek jaminan fidusia yang menggunakan jasa debt collector. Akan  

tetapi,  pelaksanaan  eksekusi  yang  dilakukan  kreditur melalui jasa debt 

collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. 

Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan 

fidusia dengan tidak memiliki surat kuasa dan menggunakan cara yang kurang 

baik. Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan. Terlebih juga tidak sesuai 

dengan prinsip  negara  hukum.
13

 Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah makna dan konsep dari parate eksekusi 

yang dilakukan oleh kreditur (lembaga pembiyaan) terhadap objek jaminan 

fiudusia apabila debitur wanprestasi khususnya pada pasal 15 (2) dan (3) Undang-

undang Jaminan Fidusia. 

Putusan MK pasal 15 (2), Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan 

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

                                                 
12

 Ananda Fikti Ayu Saraswati, Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate 

Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta, Jurnal Repertorium, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 54. 
13

 Supriyanto, Iwan. "Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia 

dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 

tentang jaminan fidusia." Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum 1.1 (2022),hlm. 12-18. 
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tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang 

cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela 

objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum 

dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 

berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap”. Selanjutnya pasal 15 (3), Menyatakan Pasal 15 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang 

frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 

kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas 

dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
14

 Kemudian 

melalui putusan MK ini timbul suatu masalah baru yang dialami oleh kreditur 

dimana kadan kala benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah musnah atau 

dialihkan, adanya kekeliruan terhadap putusan MK dan lain-lain. Oleh karena itu, 

berdasarkan latar belakang diatas itulah penulis tertarik melakukan peneletian 

tentang “PELAKSANAAN  PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN 

FIDUSIA PADA PT. SUMMIT OTO FINANCE SERVICES PASCA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTISUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 

TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA” 

 

                                                 
14

 Putri, Nabila Lutisa. Parate Executie Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 

Prespektif Fiqih Muamalah: Studi di Kantor Notaris Kabupaten Pasuruan. Diss. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. 

Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia? 

2. Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek 

Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance  Pasca Putusan Mahkamah 

Konstisusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia? 

3. Bagaimanakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Parate 

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca 

Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang 

Eksekusi Jaminan Fidusia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1) Tujuan Peneltian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. Peneltian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pelaksanaan Parate Eksekusi 

Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan 

Mahkamah Konstisusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi 

Jaminan Fidusia 

b. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan 

Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT. Summit OTO Finance 

Pasca Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang 

Eksekusi Jaminan Fidusia 
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c. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Upaya Yang Dapat Dilakukan 

Untuk Melakukan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia 

pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstisusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia 

2) Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis, penelitian ini adalah salah satu wadah untuk menambah dan 

memperdalam pengetahuan penulis khususnya dalam ilmu hukum dan 

ilmu pengetahuan yang terkait serta merupakan salah satu persyaratan 

wajib dalam mendapatkan gelar sarjana hukum. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan 

informasi lainnya dalam bidang hukum perdata khususnya tentang jaminan 

fidusia. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan 

kepada masyarakat terkait penyelesaian parate eksekusi terhadap objek 

jaminan fidusia. 

 

D. Kerangka Teori 

 Teori berasal dari kata “theoria” yang berarti “perenungan”, yang pada 

gilirannya berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki 

menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam banyak literatur, 

“Beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang 
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tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis”. Teori 

menurut Burhan Ashofa adalah: “Serangkaian asumsi, konsep, difinisi dan 

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 

merumuskan hubungan antar konsep”. Dalam bentuknya yang paling sederhana 

teori merupakan “Hubungan antar dua variabel atau lebih yang telah teruji 

kebenarannya”. Sedangkan teori menurut Fred N. Kerlinger yang diterjemahkan 

dalam bukunya Asas-asas Penelitian Behaviora oleh Landung R. Simatupang 

menyatakan teori adalah: “Seperangkat konstruksi (konsep) batasan dan proposisi 

yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci 

hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi 

gejala itu”. Menurut Malcolm Waters, “Teori mempunyai beberapa difinisi yang 

salah satunya lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, suatu skema atau sistem 

gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari 

sekolompok fakta atau fenomena atau suatu pernyataan tentang sesuatu yang 

dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui 

atau diamati”.
15

 

Teori Perjanjian. 

 Jaminan fidusia lahir akibat adanya suatu perikatan. Perikatan (verbitenis) 

adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, 

dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain 

(debitor) berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu. Menutur Subekti, perikatan 

                                                 
15

 Subagiyo, Dwi Tatak. "Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan 

fidusia (Suatu pengantar)." (2018), hlm. 31. 
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dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak 

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain 

berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dari rumusan diatas maka unsur-unsur 

dari suatu perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak 

dan prestasi.
16

 

Ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena 

undang-undang.” Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam pasal 1234 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan 

adalah memeberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.” Dari 

rumusan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa perikatan malahirkan kewajiban, 

kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dapat terwujud dalam (1) 

untuk memberikan sesuatu, (2) untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan (3) 

untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Istilah “kewajiban” itu sendiri 

dalam ilmu hukum dikenal dengan nama “prestasi”, selanjutnya pihak yang 

berkewajiban dinamakan “debitor” dan yang berhak untuk menuntut kewajiban 

disebut dengan “kreditor”. Bab II Buku III KUHPerdata Indonesia menyamakan 

kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat 

dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari 

Kontrak atau Persetujuan.” 

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang 

dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas 

                                                 
16

 Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum perikatan. Bumi Aksara, 92021), hlm. 1-2. 
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kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme 

(concsensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik 

(good faith), dan asas kepribadian (personality). Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai asas-asas dimaksud: 

1) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract). 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan 

suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat 

atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 

(3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) 

menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. 

2) Asas Konsensualisme (concensualism) 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya 

perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini 

merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak 

diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua 

belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan 

yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

3) Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) 

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt 
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servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas 

pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus 

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana 

layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi 

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. 

4) Asas Itikad Baik (good faith) 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: 

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas 

bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan 

substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun 

kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, 

yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, 

seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada 

itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat 

ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) 

menurut norma-norma yang objektif.
17

 

 Untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi, 

harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1) Prestasi tersebut harus bisa ditentukan (bepaalbaar)  

                                                 
17

 Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam 

Pembuatan Kontrak." (2014), hlm. 50-52. 
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Suatu perikatan tidak absah bilamana prestasi sama sekali tidak dapat 

ditentukan. Syarat ini hanya penting untuk perikatan yang lahir karena 

persetujuan. 

2) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan. 

Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata “Suatu 

persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau 

yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Prestasi yang bertentangan 

dengan suatu sebab terlarang terdapat dalam ketentuan Pasal 1337 

KUHPerdata yang mengatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika 

sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan 

kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” 

3) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi tersebut dapat dijalankan atau 

dipenuhi. 

Prestasi itu memang dengan sendirinya dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu 

tidak mungkin. 

4) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang. 

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tidak selamanya ganti kerugian itu 

berupa uang, bisa juga dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. 

Pada umumnya hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan dipenuhi 

oleh 

pihak kreditor dan debitor, namun pada kenyataannya kadang-kadang debitor 

tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan suatu akibat hukum yang 
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disebut dengan istilah “wanprestasi.”  Wanprestasi berasal dari bahasa belanda 

yang berarti “prestasi buruk.” Selain itu, wanprestasi juga dipadankan dengan kata 

lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. Wanprestasi dilihat dari segi 

bentuknya dapat dikategorikan atas : 

1) Memenuhi pretasi tapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain 

terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau 

diberikan tapi tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. 

2) Tidak memenuhi pretasi. Artinya prestasi tersebut bukan hanya terlambat, 

tetapi sama sekali tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena : 

a) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya 

telah musnah; 

b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan 

memiliki arti yang penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin yang akan 

dipakai pada saat perkawinan, apabila gaun tersebut tidak diserahkan saat 

sebelum perkawinan, maka gaun tersebut tidak memiliki arti lagi. 

3) Memenuhi prestasi tidak sempurna. Artinya prestasi dilakukan tetapi tidak 

sebagaimana mestinya. Tidak dapat atau tidak sepenuhnya memenuhi prestasi 

tidak selamanya dapat dikatakan wanprestasi kecuali memenuhi dua unsur, 

yaitu adanya peringatan (aanmaning atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak 

dapat dilaksanakan karena overmach (keadaan memaksa).
18

 

 

Teori kepastian hukum 
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 Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum perikatan. Bumi Aksara, (2021), hlm. 18-20. 
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 Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara 

yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan 

keadilan.Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum 

terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan 

dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara 

yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Utrecht (1996 : 13) 

mengemukakan, bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu 

masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.” 

Menurut Daliyo (2007 : 30) “hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat 

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap 

peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.”
19

  

  Dalam menganalisis hukum jaminan baik dalam putusan-putusan 

pengadilan maupun perjanjian fidusia yang diatur dalam aturan perundann-

undangan dibutuhkan sebuah pendekatan sistem (approach). Maksud dari 

menggunakan pendekatan sistem adalah mengisyaratkan terdapatnya 

kompleksitas jaminan fidusia yang dihadapi dengan tujuan untuk menghindarkan 

pandangan yang menyederhanakan persoalan jaminan fidusia sehingga 

menghasilkan pendapat yang keliru. Suatu sistem adalah suatu kumpulan asas-
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 Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian 

Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." Warta Dharmawangsa 13.1 (2019), hlm. 1-2. 



 

16 

 

asas terpadu, yang merupakan landasan, diatas mana dibangun tertib hukum. 

Mariam Daruz Badrulzaman mengatakan bahwa asas-asas hukum jaminan harus 

bersumber dari Pancasila (filosofis), UUD 1945  sebagai asas konstitusional 

(struktural), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (politis), dan undang-

undang sebagai asas operasional (teknis).
20

   

 Mariam Daruz Badrulzaman mengatakan bahwa asas-asas hukum jaminan 

yang objeknya benda sebagai berikut : 

 

Pertama, asas hak kebendaan. Sifat hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini 

dapat dipertahankan pada setiap orang. Sifat lain dari hak kebendaan adalah droit 

de suite, artinya hak kebendaan mengikuti bendanya didalam tangan siapapun dia 

berada. 

Kedua, asas asesor, artinya hak jaminan ini bukan merupakan hak yang berdiri 

sendiri, tetapi ada dan hapusnya hak berdasarkan dari perjanjian pokok. 

Ketiga, hak yang didahulukan artinya hak jaminan merupakan hak yang 

didahulukan pemenuhannya dari piutang lain. 

Keempat, objeknya adalah benda yang tidak bergerak, terdaftar atau tidak 

terdaftar. 

Kelima, asas asesi yaitu perlekatan antara benda yang berada diatas tanah dengan 

tapak tanahnya. 
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 Kamello, H. Tan, and MS SH. Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang 

didambakan. Penerbit Alumni, (2022), hlm. 18-19. 
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Keenam, asas pemisahan horizontal yaitu benda yang diatas tanah dapat 

dipisahkan dengan  tanah sebagai tapakya. 

Ketujuh, asas terbuka artinya adalah publikasi sebagai pengumuman agar 

masyarakat adanya beban yuang diletakkan diatas benda. 

Kedelapan,asas spesifikasi dari benda jaminan 

Kesembilan, asas mudah dieksekusi.
21

 

 Pada Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang    Nomor    42    Tahun    1999 

tentang Jaminan Fidusia mengatur  bahwa  “untuk   menjamin kepastian  dan  

perlindungan  hukum bagi kreditur     maupun debitur, pengikatan   jaminan   

fidusia   harus dituangkan    dalam    akta    otentik.” Selanjutnya,  Pasal  11 

Undang-Undang  Jaminan Fidusia mengatur  bahwa benda  yang dibebani     

jaminan     fidusia     wajib di daftarkan  pada kantor  pendaftaran fidusia. 

Pendaftaran ini berfungsi dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia 

yang juga disebut dalam asal 30    Undang-Undang    Jaminan    Fidusia    bahwa 

“debitur   wajib   menyerahkan   objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan  

eksekusi”.
22

 

 Terkait dengan proses penyelesaian kredit macet terhadap objek jaminan 

fidusia harus lah memerhatikan kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

hukum sosiologis. Menurut Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I,. M.H dalam bukunya 

Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris menyatakan bahwa penelitian 

hukum sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya 

untuk melihat hukum dala artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat yang didasarkan pada 

data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan 

melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan 

(obesevasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.
23

 Pada penullisan ini 

penulis akan melakukan  

penelitian terhadap efektivitas Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan 

Fidusia pada PT. Summit OTO Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstisusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. 

 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian pada penulisan ini dilaksanakan pada PT. Summit OTO Finance 

Pekanbaru. Adapaun alasan penulis menjadikan PT. Summit OTO Finance 

Pekanbaru menjadi lokasi penelitian adalah dikarenakan masih terdapat kendala 
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 Dr. Efendi, Jonaedi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Ibrahim, Johnny, S.H., S.E., M.M., 

M.Hum. dalam buku “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” penerbit Kencana (2016), 

hlm. 149-150. 
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dalam pelaksanaan parate eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. 

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, 

kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.
24

 Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau sebanyak satu 

(1) orang 

2) Anggota Collection  PT. Summit OTO Finance Pekanbaru sebanyak satu 

(3) 

3) Debitur PT. Summit OTO Finance Pekanbaru yang wanprestasi sebanyak 

tiga (5) orang 

4) Anggota BidKum Polresta Pekanbaru sebanyak satu (1) orang 

b. Sampel 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam 

penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan 

                                                 
24

 Sunggono, Bambang, S.H., M.S. Dalam buku “Metodologi Penelitian Hukum” (1996), 

hlm. 118. 
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tetapi dilaksanakan pada sampel.
25

 Berdasarkan populasi diatas, maka peneliti 

menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu : 

1) Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau sebanyak satu 

(1) orang 

2) Collection PT. Summit OTO Finance Pekanbaru sebanyak satu (1) 

3) Debitur PT. Summit OTO Finance Pekanbaru yang wanprestasi sebanyak 

tiga (3) orang 

4)    BidKum Polresta Pekanbaru sebanyak satu (1) orang 

 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No. Jenis Populasi 
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

1 
Kepala kantor Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Provinsi Riau 
1 1 

2 Anggota Collection PT. Summit 

OTO Finance Pekanbaru 
3 3 

3 Debitur PT. Summit OTO Finance 

Pekanbaru  
5 3 

4 Anggota BidKum Polresta 

Pekanbaru 
5 1 

     Sumber : data primer, diolah tahun 2024 

4. Sumber data 

Sumber data penelitian hukum sosiologis dalam penulisan ini bersumber dari : 

a. Data primer 

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka yang 

dibutuhkan adalah data primer. Data primer adalah data empiris yang 

                                                 
25

 Dr. Efendi, Jonaedi, S.H.I., M.H., dan Prof. Dr. Ibrahim, Johnny, S.H., S.E., M.M., 

M.Hum. dalam buku “Metode Penelitian Hukum...Op. Cit., hlm. 119. 
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diperoleh langsung dari sumber data jadi bukan hasil olahan orang lain. 

26
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : 

1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya peneliltian, 

2) Peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian; dan 

3)   Responden yang memberikan informasi kepada peneliti 

b. Data sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-

buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun buku lain yang terkait dengan 

peneltian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal, komentar-komentar mengenai 

putusan pengadilan, dan beberapa sumber dari situs di internet. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan 

6) Yurisprudensi 

                                                 
26

 Prof. Muhammad Abdulkadir. Dalam buku “Hukum dan Penelitian Hukum” penerbit 

PT. Citra Aditya Bakti (2004), hlm. 170. 
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7) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 

8) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) 

9) Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang 

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia 

11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 

Lembaga Pembiayaan 

12) Permenkum HAM Nomor 9 Thn 2013 tentang Pemberlakuan Sistem 

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik 

13) Permenkumham Republik Indonesia No 10 Thn 2013 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik 

 

c. Sumber tertier 

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya yang digunakan untuk 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. 

 

5. Teknik pengumpulan data 

Untuk menyelesaikan peneltian ini maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data secara : 



 

23 

 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian atau persitiwa 

hukum yang menjadi objek penelitian. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang telah dipersiapkan dan ditujukan kepada responden yang telah 

ditentukan. 

c. Kajian kerpustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian 

kepada terhadap data-data tertulis yang meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 

6. Analisis data 

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil   

observasi,   wawancara,   dan   lainnya   untuk   meningkatkan pemahaman  

peneliti  tentang  kasus  yang  diteliti  dan  menyajikannya sebagai  temuan  

bagi  orang  lain.
27

 Analisis data dalam peneltian ini menggunakan metode 

analisis kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang diperoleh secara 

deskriptif. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan 

penyelesaian maslah dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

 

                                                 
27

 Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17.33 

(2019), hlm. 81-95. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah 

makna dan konsep dari parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur (lembaga 

pembiyaan) terhadap objek jaminan fiudusia apabila debitur wanprestasi 

khususnya pada pasal 15 (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Putusan 

MK pasal 15 (2), Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa 

“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap 

jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan 

debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan 

fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan 

eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selanjutnya 

pasal 15 (3), Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya 
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cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar 

kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang 

menentukan telah terjadinya cidera janji”. 

Berdasarkan penelitian penulis dapat diketahui bahwa adanya kendala-

kendala yang kerap dialami oleh PT. Summit OTO Finance dalam melakukan 

pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni : 

Pertama, Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepada 

pihak ketiga tanpa pengetahuan dan persetujuan dari kreditur. Kedua, Hilang atau 

musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan ketiga, Debitur tidak 

mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan sukarela dan 

adanya kekeliruan terhadap putusan Mahkamah Kosntitusi, lalu kemudian dari 

pihak kreditur itu sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yaitu debt collector yang 

kadang kala melakukan pelaksanaan eksekusi dengan cara yang kurang baik. 

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Summit OTO Finance 

adalah : Pertama, melakukan perubahan atau penambahan kalimat dalam 

perjanjian fidusia yaitu dengan menambahkan klausul yang tegas mengenai 

keadaan jika terjadi suatu cidera janji. Kedua, melakukan kerja sama dengan pihak 

lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur sesuai amanat Peraturan 

Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan 

Fidusia yang bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan 

fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan analisa teori dan dari hasil observasi dilapangan, maka 

penullis dapat memberikan saran tekait pelaksanaan parate eksekusi setelah 

adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan kendala-kendala yang 

dialami antara PT. Summit OTO Finance dengan debitur yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah, perlu adanya peraturan pelaksana lebih lanjut tentang 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalu pengadilan setelah keluarnya 

putusan MK. Perlu adanya regulasi mengenai mekanisme dan tata cara 

eksekusi jaminan fidusia setelah putusan MK adalah agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terkait hak eksekutorial yang dimiliki oleh penerima 

jaminan fidusia di kalangan masyarakat. 

2. Bagi kreditur, pihak debitur harus lebih memerhatikan regulasi yang 

berlaku dalam melakukan pelaksanaan parate eksekusi dengan melakukan 

pendekatan atau negosiasi yang humanis agar tidak menimbulkan masalah 

hukum baru dikemudian hari serta kreditur dan debitur dapat 

memperjanjikan secara tegas klausula cidera janji/wanprestasi khusunya 

mengani kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia jika debitur 

melakukan cidera janji/wanprestasi. 

3. Bagi debitur, pihak debitur harus lebih memahami lagi terkait amar 

putusan putusan MK dan juga lebih meneliti lebih lanjut terkait dengan isi 

dari perjanjian fidusia tersebut serta kreditur dan debitur dapat 

memperjanjikan secara tegas klausula cidera janji/wanprestasi khusunya 

mengani kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia jika debitur 
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melakukan cidera janji/wanprestasi. Karena semestinya asas pacta sunt 

servanda akan berlaku ketika perjanjian fidusia tersebut telah disepakati 

antara para pihak. 
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